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PERATURAN DAERAH KOTA METR(
NOMOR : 04 TAHUN 2003

L]

TENTANG

RETRIBUSI 1ZIN PENYELENGGARAAN
SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa keschatan mermpakan kebuluhan masyarakal yang sangat
mendasar vang pelavanannya dapat diselenggarakan oleh swasta
schagai bentuk partisipasi dalam rangka pembangunan Bidang
kKesehatan;

bahwa wniuk penyelenggaraon Sarana Pelavanan Kesehatan
Swasly lerentun di daerah. diperluokan izin dari Pomerimtah
[Daerah;

. bahwa berdasarkan perlimbangan sehagaimana dimaksad hurof a

dan b di atas, perlu ditetapkan denpan Peraturan Daerah:

Undang — undsng Nomor 8 Tahun 1981 wentang Hukum Acara
Piima (T.embaran Negara lshun 981 Nomoer 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomaor 3200}

Undang — undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Koschatan

{Lembaran Wegara 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Mepara Momor 34935):

Undang — undang Nomaor |2 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dan 1T Way Kanan, Kabupaten Dab 1T Tampong
Timur dan Kotamadyva Dati 11 Metro (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomaor 46, Tambahan Lembaran Mepara Momor 3825)

Undang — undang homor 22 Tahun 1999 enlang Pemenintahan
Daerah (Lembaran Negara tohun 1999, Nomor 60, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 3539);

Undang-undang Womor 25 Tahun 1999 tentang Penmbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusar dan Daerah { Lembaran
Mepara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nepara
MNomeor 3848 )

Undanp-undang Momor 34 Tahun 2000 lentang Pujak Daerah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Mepara Tahun 2000 MNomor
246, Tambahan Lembaran Negar Nomor D0 -

Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 1983 tentanp
Pelaksanaan Undang — undang WNomor & Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana {Lembaran Nepara Tahun 1983 Nomor 600,
Tambahan Lembaran Megara Momor 32581



8 Peraturan  Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewetimgan Pemcrintah dan Kewenangan Propinsi Schagai
Maerah Otonom (Lembaran Wegara Tahun 2000 Momor 54,
Tambahan T.embaran Nepara Momor 29527

9. Peraturan Pemerinlah Momor 66 Tahun 2001 tentang Relribusi
Daerah

10, Kepulusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penvusunan  Peraturan  Perundang—undangan  dan bentuk
Fancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden:

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur
Penyusunan Produk 1Tukum Dacrah:

12 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2003 tentang
Pembenukan Susiman Organisasi dun Tata Kerja Perangkat
Dacrah.

Memperhalikan © 1. Peraturan Menteri Keschatan Republik  Indonesia  Nomor
P2MenkesPer/ X186 (entang  Upaya Pelavanan Kesehatan
Swasta di Ridang Medik,

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawni Megeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.O4 PW 07.03 Tahun
1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Neger Sipil:

4. Keputusan Menteri Keschatan Nomaor 735 Menkes/ S VL1993
tentang Penverahan Secura Nvata Sebacsi Urusan Pemerintah
Dalam Bidang Kesehatan Pada Pemerintah Propinsi di Daersh
Tingkat 1 dan Dacrah Tingkat Kabupaten' Kotamadva Dari T1;

5. Surat Fdaran Menteri Kesehatan MNomor
| 107 MenkesTUVIE2000 tentang Kewenangan Minimal yang
Wajth tetap dilaksanakan oleh Kabupaten ¢ Kota di Bidang
Kesehalan ;

Detigan persetu)wan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOT'A METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapken PEFRATURAN DAERAH  KOTA METRO  TENTANG

RETRIBUEL AT PENYEI ENGGARAAN SARANA
PELAYANAMN KESEHATAN SWASTA



BaB |
KETENTUAM UIMUM

Pasal |

Dalam "eratoran daerah ini vang dimaksud dengan .

a

h.

1.

Traerah adalah Kota Metro.

Pemerinlah Dacrah adalah Kepala Daerah beserts Perangkat Daerah Oomom vang
lain sebagai Badun Eksckutif Daerah,

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kot Metro

Kepala Taerah adalah Walikota Metro,

Lhnas Daerah adaluh Dinas Dacrah Kota Metro yang ditinjuk oleh Kepala Dacrah
Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Dacrah Kota Metro

Fank adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemenntah Daerah untuk tempar Pembavyaran
Fetribusi

Budan Hukum adalah Sustu Badan Usaha yang melipusi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnva, Badan Usaha Milik Negara, Radan Usaha
Milik Tractah dengan nama stau bentuk apapun | Persekuluan, Perkumpulan Firma.
Kefasamy, Koperasi Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana
Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya

Upaya kesehatan adalah upava baik peningkaran keschatan, pencegahan penvakit,
pengobatan maupun pengembalian fungsi tubuh ¢ angeota tubub ¢ organ tubuh
seseorang vang dilaksanakan oleh lenagn profesional yang berkompeten.

Sarana Pelayanan Keschatan Swasta adalah tempat ¢ wadah / institusi yang
digunakan untuk menyelengzarakan upaya keschatan vang dilakukan olch Swasta

Tzin Penyclenggaraan adalah pemyataan tertulis dar Pemenintah Dacrab vang
memberikan hak untuk menvelengyarakan Sarana Pelayanan Keschatan Swasta,

lzin Penyelengparaan meliputi 1zin Tetap, lzin Sementara | Rekomendas: dan
Pendaftaran | sesuni dengan kewenangan Dacrah dalam hal perizinan di bidang
keschatan

[Retribusi [zin Sarana Pelayanan Keschatan Swasta adalah Pungutan Daerah sehagal
pembayaran atas izin penvelenggaraan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

Surat Ketetapan Rewribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat
Kepulusan yang menentukan hesamya jumlbah retribusi yang torhutang



BAB II
NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBLSI

Pasal 2

Murmz Retribusi adalah Retribusi [zin Penyclenggaraan Sarana Pelayanan Kesehaian

Bwasta.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalab 1zin Penyelengparaan Sarana Pelavanan Kesehatan Swasta

Pasal 4

Subvek Retribusi odalah omng  pribadi atau atas nama DBadan  TTukum  yang
menyclenggarakan Sarana Pelavanan Kesehalan Swasia |

BABR I
GOLONGAN RETRIBLIST

Pasal 5

Retribusi  l«in  Penyclenggaraan Sarana Pelayanan Kesehalun Swasta schagaimana
dimaksud Pasal 2 Perulurun Daerah ind termasuk golongan retribusi lainmya

HRAR IV
KLASIFIKAS]I DAN MASA BERLAKIT I7ZTN

Pasal

(1}). Klasilikasi Lan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta terbagi ke dalam [zin Tetap , lzin
Sementara . Pendaliaran dan Relomendasi

{2). [xin Tetap dapat diberikan kepada

.

I,

Rumah Sakit Umum, Rumah Bersalin, Balai Pengobutan, Klinik Fisioterapi,
Klinik Radiologi, Taboraorium Klinik, Laboratorium Kesehatan Masvamkat,
Prakick bersama Dokter Spesialis, Praktck bersama Dokier Gigi Spesialis,
Prukick bersama Dokrer Umum, Prakiek bersama Dokter Gigi, Praklek
petorangan Dokler Spesialis, Praktek perorangan Thokier Gigi Spesialis, Praktek
perorangan Dokter Umuam, Praklek perorangan Dokter Gigi. Praktek bersama
Bidan. Praktek hersama Perawat, Prakiek perorangan Bidan, Prakiek peroranpan
Perawat, Apotik . dengan masa berlaku izin masing-masing 5 {lirma) lwhun

Toko Obat ¢ Toko COhat Tradisional, Toke Alal Keschatan, Optikal. Solon

Kecantikan , dengan masa berloku 3 (liga) talum



i3). [zin Sementara dapat dibertkan kepada Dokier alau Dokter Gigi yang masih menunggu
terbitnva Surat Keputusan tentang Masa Bakti

{4} Tzin Sementara berlaku & (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanvak-banyaknya
dua kali dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila telah terbit Surat Keputusan tentang
Masa Bakti

{3} Pendaftaran atau Surat Terdafiar Pengobat Tradisional (STPT) dapal diberikan kepada
Pergubat Trdisional /- Alternatif . dengan masa berlakno 3 (tiga) tahun

(6} Rekomendasi dapat diberikan kepada Rumah Sakit Khuses. Pabrik Obat, Pedagang
Besar Farmasi, Sekolah / Pendidikan Kesehatan

BAB W
KETENTUAN FERLIZINAN
Bagman Pertama
TATA CARA PERIFINAN
Pasal 7
i1k Serap orang pribadi atau badan hukum yang akan menyelengearakan Sarana

Pelayanan Kesehatan Swasta wajib mengajukan permohonan secara tertulis di atas
xcrtas bermeterai cukup kepada Kepala Daerat melalui Eepala Dinas Daerah

{2}. Setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan schagaimana dimaksud
ayal {1) harus memenuhi sepmla scsuatu yang menjudi persyaratan  sebagaimans
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini

(3). Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat {17 harus sudah diterima oleh
Pemohon selambainya 3 (hiza) bulan sejak angpral penpajuan apabila telah memenuhi
persyaratan .

14} Apabila tclah memenuhi persyaratan dan telah lewat wekty schagaimana dimaksud
ayat (3) . permohonan izin tersebut diangeap dikabulkan

{3} Lein yang sudah habis masa heriakunya dapat diperbaharui dengan memenuhi tata cara
dan persyaratan yang telah ditetapkan
Haman Kedun
PERSYARATAN

Paragral Satu
Prakiek perotangan Dokter Umumd Spesialis’ Gigly Gigi Spesialis

"asal &

(1} Untuk mendapatkan izin prakiek perorangan Dokter Umum mau Dobcter Spesialis
dtau Dokter Crigi atau Dokter Gigi Spesialis, Permohon  harus melampirkan
persyaratan administras: pada suratl permohonan izin



(2). Persyaratan administrasi yang dimaksud pada avat (1) Pasal ini adalah -

a.  Fotokom Kartu Tanda Penduduk

b Fotokopi Surat Penugasan (S1)

c. Folokopt surat bukti pendaftaran uetuk menjalani masa bakti atay surat
kepulusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah seslesai
menjalani masa bakti

d. Surat rekomgndasi dan surar pengantar dari organisasi prafesi ¢ DL PG
PDSH PDSm )

¢, Khusus bagi lulusan luar negeri harus memiliki surat keterangan selesai
melakukan adaptasi

£ Pas foto ukuran 4 x 6 dan 3 x 4, masing-masing sebanvak 2 lembar

(3. Tempat prakick harus memenuhi persyaraan séhagal berikut ;

A Ada ruang tunggu , ruang periksa . ruang administrasi | kamar mandi ¢ W

k. Ruang periksa minimal berukuran 2 m x 3 m

. Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup

d. Untuk prakiek dokter umum harys ada peralatan kedokteran uniuk diagnostik
dan teraps serls peralatan sawat darurat sederhans

e Untuk prakiek dokter spesialis harus ada peralatan kedokteran spesialistik
iun peralatan gawat darurat sederhana

I Uniuk praktek dokier gigi harus ada peralatan kedokleran gigi dan peralatan
gawal darurat scderhana

g Unik prakick dokter gigi spesialis harus ada peralatan kedokteran gigi
spesialistik dan peralatan gawat darurat sederhana

Paragraf Dhua
Prakiek hersama Dokter Umum/ Spesialis/ Gigic (rigi Spesialis

Pasal 9

(1), Untuk mendapathkan izin praktek bersama Dokrer Umum atau Dokter Spesialis atau
Dokter Gigi atay Dokter Gigi Spesialis, Pemohon baik perorangan alay Badan
Hukum harus melampirkan persvaratan administrasi pada surat permohonan isin

{2}, Persyaratan administrasi sehagaimana dimaksud ayvat (1) Pasal ini adalah -

a

b.

® 0 AR

Fotokop Kartu Penduduk atas nama Pemohon

Fotokopi Akte pendirian dan Strukmr Organisasi Badan Hukum (apabila
pemohon adalah badan hukum)

Datiar ketenagaan berikut fotokom Tjazah, Si* dan SIP

Taril Pelayanan vang telah disahkan olch Pimpinan Prakick Bersama

surat [zin Tempat Usaha (SITLT

Denah Bangunan dan Ruangan

Surat keterangan kepemilikan atau sural ixin pengeunaan tanah dan bangunan

{3). Tempat praktek harus memenuhi persvaratan sebgai berikut -

oo gD

I

Ada ruang tunggu , ruang periksa . ruang administrasi | kamar mandi / WO

Setiap ruang periksa minimal berukuran 2 mx 3 m

Sctiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi vang cukup

Untuk praktek dokter wmum harus ada peralatan kedokteran uniuk diagnostik dan
lerap serta peralatan pawal darurat sederhana

Uniuk prakek dokier spesialis harus ada peralatan kedokteran spesialistik dan
peralaton gawat darurat sederhana

Untuk prakiek doktor gigt harus ada peralatan kedukteran gigi dan peralatan
awat darurat sederhana

Untuk prakiek dokier gigi spesialis harus ada peralatan kedokieran gl
spesialistik dan peralatan gawat darurat sederhana



Parapraf Tiga
Prakiek perorangan Perawat . Bidan

Pasal 10

(1) Untuk mendapatkan izin prakiek perorangan Perawal / Bidan, Pemohon harus
memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surst permohonan izin

[ 2). Persyaratan admimistras sebagamana dimaksud avat (1) Pasal ini adalah

a,

=

FEsaRn

Fotokop Kartu Tanda Penduduk

Fotokopi Sural Penugasan (5P bagt Bidan dan Surat [zin Perawat {SIP) bagi
Perawat

Fotokopl Surat [zin Kerja (81K bagi Perawat

Surat persetujuan atasan ila masih bekerja pads ssrana pelavanan kesehatan
Rekomendasi dari organisasi profesi

Surat keterangan schat dan dokter

Rekomendasi dart Puskesmas sctempat

Pas foto ukuran 4 x 6 dan 3 x 4 masing-masing 2 {dua) lembar

(3}, Tempat praktck harus memenuhi persyaratan scheai berikout

Bo o

(1.

Ada ruang ungpo | ruang penksa , ruang administrasi . kamar mandi ¢ WO

Setiap ruang periksa minimal berukuran 2 mx 3 m

Setiap ruangan haras mempunyai pencahayvaan dan ventilasi vang cukup

Untuk prakiek Bidan barus ada peralatan kebidanan unluk diagoostik dan
tindakan serta peralatan gawat darurat sederhana

Untuk praktek Perawat harus ada peralatan keperawatan dan peralatan pawal
damurat sederhana

Paragraf Empat
Prakick bersama Perawat | Bidan

Pasal 11

Inmik mendapatkan izin prakiek bersama Perawar [/ Ridan, Pemohon baik

perotangan atau Badan Hukum harus memenuhi persyaratan admunistrasi yang
dilampirkan pada surat pcrmohonan wzin

(2}, Persyaratan admimstras sebagmmana dimakesud avat (1) Pasal i adalah

.,
h.

ToEs AR

Fotokom Kartu Penduduk atas nama Pemohon

Fookopi Akre pendirian dam Strukiur Organisasi Radan Hukum  (apabila
pemahon adalah badan hukum)

Dafiar ketenagaan berikul fowokopi Tjazah, 5P, SIP, SIK, SR, SIFP

Tarif Pelayanan vang telah disahkan oleh Pimpinan Prakiek Rersama

Surat lzin lempat Usaha (SITL)

Denah Bangunan dan Kuangan

Surdl kelerangan kepermilikan atau surat 1zin pengzgunaan tanah dan bangunan
Rekomendasi dari Puskesmas setempal

{3} Tempat praktek harus memenuhi persyaratan sebzn berikut

FhomE

Ada mang tungeu . ruang periksa , ruang administrasi . kamar mandi / W

Setiap ruang periksa minimal berukuran 2m x 3 m

Setiap ruangan harus mempunyai pencahavaan dan ventilasi vang cukup

Untuk prakick Bidan, harus ada peralatan kebidanan uniuk diagnosiik dan
tindakan serta peralatan gawat darurat sederhana

Untuk praktek Perawat harus ada peralatan keperawatan dan peralatan gawat
darurat sederhana



Paragraf [ima
Balai Pengobalan

Pasal 12

(1) Untuk mendapatkan 1zin Balai Pengobatan , Pemohon baik perorangan atau Badan
Hukum harus memenuhi persyaratan administeas: vang dilampirksn pada surat
permaohonan izin

(2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal i adalah :

a.
b.

Fu

e e = a1 = T

Fotokop Kariu Penduduk atas nama Pemohon

Akte pendirian dan Strukiur Organisasi Badan Hukum ( jika pemohon adalah
badan hukum )

Surat Pernyataan kescdiaan Dokter sebagal penanpeungjawab (bagi BP tingkat
Pratama/Madya/Utama) dan sebapgar Pelaksana [Harian (bagi BP tingkat ltama
atay Madya)

Sural Pernyataan kesedinan Perawat (minimal Ahli Madya Keperawatan) sebaga
Pelaksana Harian (bagi BF tingkal Pratama)

Dokeer Cigi nom spesialis (bila melakukan pelavanan kesehatan gigi)

Daflar ketenagaan bertkut fotokopi Tjazah, SIP Dokter | SIFP

Tarif pelavanan vang telah disahkan oleh pimpinan atau dokter penanggungjawab
Surat Izin Tempat Usaha (SITL)

Denah Lokasi, Bangunan / Ruangan

Surat bukn kepemilikan atau izin penggunaan tanah dan bangunan

Rekomendasi dan Puskesmas setemipat

{3). Balai Pengohaian harus memenuhi perlengkapan sehagai berkut .

(=L

Ada ruang tungpu , nuang periksa , ruang administras , kamar mandi ¢ WO

Sctiap ruang periksa minimal berukuran 2 mx 3 m

Setiap ruangan harus mempunyai pencahavaan dan ventilasi yang cukup

Untuk praktek dokter umum harus ada peralatan kedokteran untuk diagnostik dan
terap serta peralatan gawat daruret scderhana

Untuk prakiek dokler gz harus ada peralatan kedokteran g dan peralatan
sawal darurat sederhana

Untuk prakiek perawat harus ade peralatan keperawatan dan atae medik
sederhana serta peralatan pawat darural sederhana

Paragraf Enam
Rumah Bersalin

Pasal 13

(1) Unuk mendapatkan izin Rumah Bersalin, Pemohon baik perorangan atau Badan
Hukum harus memenuhi persvaratan administrasi yang dilampirkan pada surat
permaohgnan 1zin

2] Persyaratan admimstras sebagaimana dimaksud avat (17 Pasal ini adalah

a.
h

B 0

Fotokops Kartu Tanda Perdiduk atas nama Pemohon

Fotokopt Akte pendirian dan Susunan Organsast Badan Hukum (pika pemohon
adalah badan hukum }

Dafiar ketenagaan berikut [jaeah, SP, STP, 3TPR

Surat Pernyataan kescdiaan Dokter Umum vang berpengalaman di bidang
kelbidanan  atay  Dokter  Spesialis  kebidanan  dan kandungan  schagai
penanpgeungjawab

Pelaksana harian minimal Ahli Madya Kehidanan



£,
i
h.
i

Tanf pelayanan vang telah disahkan oleh pimpinan atau dokter penangrungjawah
Denah Lokasi dan Bangunan / Ruangan

Surat bukti kepemilikan atau surat izin penggunaan tanah dan bangunan
Rekomendast dari Puskesmas setempat

(3). Rumah Bersalin harus memenuhi perlengkapan scbagai benkut ;

L= o

Adia ruang tungen . ruang pertksa | ruang administrasi . kamar mandi ; WO

Setiap ruang periksa minimal berukuran 2 m x 3 m

Setiap ruangan harus mempunyal pencahayaan dan ventilasi yvang cukup

Untuk praktek dokier harus ada peralatan kedokteran untuk disgnostik dan terapi
serta peralatan pawal darural sederhana

Untuk praktek bidan harus ada peralatan kebidanan dan ruang bersalin serta
peralatan gawat darural sederhana

Ruang perawatan minimal 5 ruangan uniuk 10 tempat tidur dan 10 box hayi

Parapgraf Tujuh
Elinik Fisioterapi

Pasal 14

. (1). Untuk mendapatkan izin Klinik Fisiolerapi , Pemohon baik perorangan atau Badan
Hukum harus memenuhi persyaratan administrasi  yang dilampirkan pada surat
permohonan 1zin

(2}, Persvaratan administrasi scbagaimana dimaksud avat (1) Pasal im adalah :

8.
b,

Fotokop Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon

Fotokopi Akte pendinan dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika pemohon
adalah badan hukum)

Memiliki dokier spesialis bidang hsioterapr ataw dokter spesialis lain atau dokter
amum sebagai penanggungjawah

Memiliki tenaga kesehatan mimmal lulusan diploma 3 Asioterapi sebagai
pelaksana hanan

DCraftar ketenagaan benkut fotokom Ljazah, 5P, S1P, 81K, SIFB, SIPF

Tarif  Pelayanan vang telah  disahkan oleh penyelenpgara atau dokter
penanggungawab

Sural Tein Tempel Usaha (SITLH

. Denah Lokasi, Bangunan dan Ruangan

Surat keteranpan kepemilikan atau surat izin penggunaan anah dan bangunan
Rekomendasi dan Puskesmas setempat
Pasfoto ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 2 lembar

(3). Klinik Fisioterapi harus memenuhi perlengkapan sebagai berbost

L= R RE =

Ada ruang tunggu , ruang penksa , ruang administras |, kamar mandi ' WC

Setiap ruang periksa dan tindakan minimal berukuran 4 m x 4 m

Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup

Untuk praktck dokter hars ada peralatan kedokteran untuk diagnestik dan terapi
serta peralatan gawat darurat sederhana

Untuk prakiek hisiolerapis harus ada peralatan fisioterapi dalam kondisi baik



Paragraf Delapan
Klinik Radiologi

Pasal 15

(1). Untuk mendapatkan izin Klinik Radiologi . Pemohon baik perorangan atau Badan
Hukum harus memenuhi persvaratan administrast vang dilampirkan pada surat
permahonan izin

(2). Persvaratan adminisirasi stbapaimana dimaksud ayal { 1) Pasal ini adalah -
a Totwkop Kartu Tands Penduduk alas nama Pemohon
b. Fotokop Akte pendirian dan Susunan Oreanisasi Radan Hukum {jika pemohon
adulah badan hukum)
sural izin pesawat dari BAPETEN / BATAN
Memiliki tcnaga dokter spesialis radiologi schagai penangmmgjawab  dan
pelaksang harian
Daftar ketenagaan berikut ljazah, SIP
Rekomendasi dari PDSEI dan PART
Surat Izin Tempat Usaha (SIT1)
Rekomendasi dari Puskesmas setempat

B o

Fo o

{31 Klinik Radiologi harus memenuhi perien pkapun schagai berikur -
d. Ada ruang tunggu |, ruang periksa | ruang administrast | kamar mandi / W0
b Setiap ruang periksa minimal berukuran 3 m x4 m
e Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi vang cukup
d. DBangunan di mana terletak pesawar rontgen harus memenyhi syarat keamanan
dan keselamatan terhadap bahava radiasi

Paragraf Sembilan
Laboratorium Klinik / Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 1s

{(1). Untuk mendapatkan ian Laboratorium Klinik atan Laborstorigom  Kesehatan
Masyarukat , Pemohon baik perorangan atau Badan Hukum harys memenubhi
persyaratan admimstrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin

i2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal ini adalah

a. Fotokopt Karm Tanda Penduduk atas nama Pemohaon

b. Fotekopt Akte pendirian dan Struktur Chrpanisasi Badan Hukum (jika pemohon
adalah badan hukum)

c. Memiliki tcnaga dokter spesialis patologi klinik atau spesialis penyakit dalam
{bagi tingkat utama )

d. Minimal lenuga sarjana kedokleran/kedokteran  gigi/farmasidkimia’ biologif
biokimia (bagi tingkat pratama) yang telah berpengalaman minimal 3 tahun

¢ Untuk laboratorium keschatan masyarakat minumal sagena kimiad farmasi’
Bologi yang telah berpengalaman minimal 3 tahun

f. Daftar ketenagaan berikut ijozah | SIP

g lant pelayanan yang telah disahkan olch pimpinan atau dokter penangpungjawah

h. Surat Izin Tempat Usaha (STUL

L. Rekomendasi dari Puskesmas

(3). Laboratorium harus memenuhi perlengkapan sehazai berikul
& Ada ruang tunggu . ruang periksy , ruang administrasi _ kamar mandi / W
b Sefiap ruang perikss minimal berukuran 2 m x 3 m
. Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi van £ cubup



d. Sistim pembuangan air limbah dan sampah padat lainnya harus memenuhi AvEral
keamanan terhadap bahan heracun dan berhahaya

Paragraf Scpuluh
Rumah Sakit Umum / Rumah Sakit Khosys

[*asal 17

(1) Untuk mendapatkan izin mendirikan rumahsakit harus memenuhi Porsyaratan
sehagai berikut

a, Fotokopt Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon

b, Akte pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika pemohon adalah

badan hukum)

e. Serlilikat tanah atas nama pemohon

d. Studi kelayakan

€ Suraf lzin Tempat Usaha (SITL)

I Dokumen dan rekomendast Amdal / UKL/ UPL

(2). Uniuk mendapatkan izin penvelenggarasn rumahsakit harus memenuhi persvaratan
sebagai berkut
A Suralizin mendirikan rumah sakit
b. Dafiar kelenagaan
€. Daftar obal dan peralatan

3). Untuk Rumah Sakil Khusus. berlaku kelentuan geperti Rumah Sakit Umum namuan
1zin yang diberikan hanya sebatas rekomendasi | sedangkan ivin tetap diterbitkan olch
PPropunsi

Paragraf’ Sebelas
Apotik

Pasal 18

(1), Untuk mendapatkan izin Apotik, Pemohon baik peroranpan alaw Badan Hukum
harus memenubi persyaratan administrast vang dilampirkan pada surat permohonan
1ZIn

{2} Persvaratan administrasi schagaimana dimaksud ayat { 19 Pasal ini adalah |
a. Fotokopt Karu Tanda Penduduk atas nama Apoteker dan pemilik Apotik
b. Folokopi Akte pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukwm {jika permilik
adalah badan hukum)
Surat Perjanjian kerjasama antars apotcker dengan permilik
Pemilik Apotik memiliki NPWP
Apotzker pengelola tidak menjadi apotcker pengelola di tempat lain
Memiliki Surat Tein Tempat Usaha
g Mendapat reckomendasi duri organisasi profesi
b Daftar ketenagaan berilout ijaesh, SP, S1K

=

(3L Apotik harus memenuhi perlengkapan sebagmi berikut :
A Ada ruang lunggu . ruang obal | ruang administrasi | kamar mandi J WC
. T.eman / Rak Obat termasuk lemari khusus untuk obat narkotika. lemarn es
¢ Peralatan kefarmasian dalam kondisi haik



Paragrat Duabelas
Optikal
Pasal 19

(13, Untuk mendapatkan izin Optikal | Pemohon harus memenuhi persyaratan
administrasi vang dilampirkan pada surat permohonan izin

{2}. Persyaratan administrasi sehagnimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah -
a. Fotekopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon
b Fotokopi Akte pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika pemohon

adalah badan hukum)

Surat Lzin Tempual Usaha (S1T10)

Fotokopi SIUP S TOP

Fotokop NIP'WT atas nama pemilik

Daflar ketenagaan berikut ijazah

Surat Pernyataan kesediaan refraksionis optisien sebapai penanggungjaab dan

bekerja penuh wakty

h. Harus ada tenaga dokeer spesialis mata bila menyelenggarakan laboratorium lensa
mata

L Sural pernvataan kerjssama denpan laboratorium lensa jika belum memiliki
sendir

j- Denah Lokasi. Banpunan / Ruangan

w e Ao

{2} Apohik harus memenuhi perlengkapan schagai berikut -
4. Ada ruang tungyy | ruang periksa | ruang adminisieasi
b, Leman / Rak tempal kacamata
¢. Ruang penksa minimal 2 m x & m berikut peralatan optikal dengan kondisi baik

Paragraf Tigabelas
Tukanz Gigi

Pasal 20

{1}. Umuk mendapatkan izin Pemohon hams memenuhi persvaratan administrasi vang
dilampirkan pada surat permohonan pendatiaran

(2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal ini adalah -
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon

Ftokopi 1jazah | sertifikat tukang gigi

Surat [zin Tempat Usaha

Sural keterangan sehal dan dokter pemerintah

Rekomendasi dan Puskesmas

RS TR

Paragraf Empatbelas
Salon Kecantikan

Pasal 21

(1% Untuk mendapatkan 1zin Salon Kecantikan, Pemohon harus mememuhi persyvaratan
administrasi vang dilampirkan pada surat permohonan izin

(2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud avar (1) Pasal ini adalah
a. Totokopt Kariu Tanda Penduduk atas nama pemohon
b. Fowkopi Akte pendirian dan Struktur Orpanisasi Badan [ukum {jika pemohon
adalah badan hukum)



T o o

surat lzin Tempat Usaha (SI1L)

Fotokopi SIUP / TDP

Tolokopr NFWP atas nama pemulik

Daltar ketenagaan berikut ijazah

Surat Pernystaan kesediaan Dokter sebagai perangeungiawab tindakan medis
Denah Lokasi, Bangunan / Ruangan

{31 Salon Kecantikan harus memenuhi perlengkapan sehagai berikut :
4 Ady ruang tumggu  ruang periksa , ruang tindakan, ruang administrasi

b.
G.

Alal yany digunakan unluk tindakan medis harus memenuhi syarat kesehatan
C¥bal yvang digunakan harus jelas merk dan atay alamat pembualnya

Paragraf Lima belas
Pengobatan Tradisional / Alternatif

Pazal 22

i1} Untuk mendapatkan Pendaftaran atau Swal Terdaftar Pengohat Itadisional
Alternatif | Pemohon hamus memenuhi persyaratan admimstrasi vang dilampirkan
pada surat permohonan izin

{2} Persyaratan adininistrasi schagaimana dimaksud avat (1) Pasal ini adalah -

a.
b.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon

Fotekapt Akte pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika pemihon
adalah badan hukum)

Daftar ketenagaan berikut ijarsah / sertifikat pengobat

Surat keterangan schat dart dokier pemerintah

Surat Izin Tempat Usaha (SITL)

Denah Lokasi, Bangunan dan Ruangan

Sural rekomendasi dari Kantor Kejaksaan jika pengobatan bersifat suprunatural
Surat rekomendasi dari Kantor Departemen Agama bersilat keg TAMA
Rekomenduasi dari Puskesmas setempat

Surat bukti kepemilikan atau surat izin penggunaan tanah dan banguman

Pas foto ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 2 lembar

(3). Pengobatan Tradisional!Alternatif memenuhi perlengkapun schagai berikut -

a.
b.

L

Ada ruang fungeu , ruang periksa |, ruang tindakan

Alat vang digunakan uniuk tindakan harus memenuhi syaral keschatan

Cibat yang digunakan harus dapat dijamin tidak mcmbahvakan bagi kesehatan
orang yang diobah

Paragraf Cnam belas
Sekolah / Pendidikan Kcoschatan

Pasal 23

(1 Untuk mendapatkan rekomendasi SekolahPendidikan Keschatan, Pemohon harus
memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan

(2}, Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal i1 adalah -

a
b.

=
d.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon

Akte pendirian dan Struktur Orpganisasi Badan Hukom (ika pemohon adalah
badan hukum )

Sertifikat wnah dan bangunan | sertifikat TME atas nama pemohon

Studi kelayakan

sural Izin Tempat Usaha (SIT1)



[ Daliar keienagaan berikul ijarah

#. Rencana pendidikan dan kurikulam

(2] SekolahPendidikan Keschatan harus memenuhi perlengkapan sebagai berikut
a. Uedung dan reangan kelas, kantor, dan muangan laim memenuhi syarat bag
kelangsungan proses belajar mengajar vang baik
b. Tersedia dalam kondisi baik | peralatan pokok dan penunjang kegiatan belajar
mengajar vang sesual dengan sifat dan tujean pendidikan

Paragraf Tujuh belas
Pabrik Oat’ Obat Tradisional / Pedugang Besar Farmasi ¢ Pabrik Alal Kesehatan

Pasal 24

{1} Untuk mendapatkan 1zin, Pemohon baik peroranpan atau Badan Hukum harus
memenuhi persyvaralan administrasi vang dilampirkan pada sural permohenan izin

(2] Persyaratan admumistrasi sebagaimana dimaksud avat (17 Pasal ini adalak
a, [otokop Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
. b. Tolokopi Akte pendirian dan Strukitur Organisasi Badan Hukum (jika pemilik
adalah badan hukum)
Surat lein Tempud Lsaha
SIUP S TDPR
Rekomendasi Amdal /UKL ! UPL
Daftar ketenagaan berikut jjazahnya
g Studi kelayakan

{3) Selain persyaralan administrasi | harus pula memenuhi persvaratan perlengkapan
schaga berikut :
4, Gedung £ bangunan harus kokoh dan cukup aman
b. Peralstan produks: harus tersedia Tengkap dalam kondisi baik
¢. Bahan baku cukup terjamin ketersediaannya

. Paragrul Delapan belas
Toko Obat ¢/ Toko Obat Tradisional / Toko Alat Kesehatan

IPasal 25

(1) Untuk mendapatkan ixin , Pemohon baik perorangan ataw Radan Hukum harus
memenull persyaratan administrasi vang dilampirkan pada surat permohonan izin

{2}, Persyaratan admimistrasi sebapaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon

b. Fotokopi Akte pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika pemilik
adalah badan hukum)
Suryl Pernvataan kesediaan Asisten Apoteker untuk menjadi penangzungjawab
Fotokopi NPWT atus nama pemohon
Surat bukti kepemilikan ataw sural izin penggunaan tanah dan bangunan
Memiliki Surat Tzin Tempat Usaha (SITI
Mempunyai SIUP 7 TDIP
Daaftar ketenagaan berikut ijazah

e S L Y



{3 Selain persyaralen administrasi, pemohon harus memenuhi persvaratan lain yaily
Lemari / rak tempal menyimpan dan memajang obat [ alat harus terjamin

kebersihannya

BAR VI

BESARNYA RETRIBUSI DAN PEMANFAATANNY A

Pasal 26

Besarnva retribusi dan pemanfaatannya sebagaimana tercantum dalam abe] i bawah

N NAMA SARAMNA PELAYAMAN gﬁﬁ_ﬁﬁé}k LINTUR PE::TET#TA‘*]
Z KESEHATAN SWASTA i (Rp) PEMERIKSAAN T
| 2 3 .
| | Eomah Sakit Umum G TR AR SO WM.~ SO O -
2 | Bumah Sakit Khpsys [ Q00000 - SO0000) - SO0 -
53 | Rumah Bersalin S00.000 - | 250000 - 250,004 -
4 | Balai Pengobatan S00.000- | 250000 - | 250,000 -
5 Klimk Fisiotcrapi 200,000 - 150,000 - 150000 - |
6| Klinik Radiolom J00. 000 - 250,000 - 230.000.-
7 | Laboratorium Klinik SO0 D04 - 230000 - 250,000 -
4 | Laboratorium Kesehalan Masvarakat SO - 250,000 - 250,00 -
% | Praktck bersama Dokter Spesialis 750,000 - ATH.000 - 375,000 -
1 | Praktck bersame Dokter Gigl Spesialis S00.000_- 250,004 - 2500 (M)
11 | Praktek bersama Dokter Umum 300 000 - 250, (HK) - 2500} -
12 | Praktek bersama Dokter Crigi 5001000 - 250000 - | 250,000 -
I3 | Praktek perorangan Dokter Spesialis S000.000 - 250,000 - 250000 - |
14 | Praktek perorangan Dokter Gigi Spesialis 330,000 - 175.000.- [75.000 - |
|5 ' Praktek perorangan Dokter Dmum | 200,000~ | 00, (00, - [ 0303, 000 -
16 Prakiek perorangan Dokter Gig 2000 (M} = [ OO0 OO - | 0, 000 -
17 | Prakiek bersama Bidan 150 (1) - 75 (WM - T3.000,-
1% | Praklek bersama Perawat 1500040 75 (WH).- 73 000 -
1% | Praktek perorangan Bidan T Q400 - 30,0000 - UMM -
20 | Praktek peromangan Perawat 100.000, - 50.000.- LU
21 | Pabrik Obat 500000 - 250,000 - 250,000 -
22 | Pedaymng Besar Farmasi 00,000, - 250,000 - 250 0610 -
23 | Apotik 300,000 - 250 000 - 2500000 -
s Pabrik Obat Tradizional 300,004 - 250,000, - 250,000, -
25 | Toko Obat ! Toko Obar Tradisonal 30K - | 25000 - 23,000, -
26 | Pabnik Alal Keschatan SO0.000 - 230 0040 - 250.000,- |
28 | Toko Alat Kesshalan . 130000, - S MR- SOL000, -
29 | Optikal 100000, - 50000 - S0.C00.-
0| Salon Kecantikan 50,000 - 25000 - 25000 -
31 | Tukang Gigi 50 000 - 25000 - 25,0060 -
32 | Pengubatan Tradisional / Altemnatif 50,000 - 25.000,- 23.000,-
13 | Sekolah / Pendidikan K esehatan 100,006 - | 50,000 - 50,000 -



BAB Wl
WILAYAH PEMUNGLUTAN
Pasal 27

Retribusi dipungut di walayah Daerabh tempal Sarana Pelavanan Kesehatan  Swasta
diselengyarakan

HaR Wl
TATA CARA PEMUNGUTAN
"asal 24

i 1. Pemnungutan retribusi tidak dapat diborongkan
(2}, Renbust dipungur dengan menggunakan SKRT?

BAB X
TATACARA PEMBAYARAN EETRIBLISI
Pasal 29
{1} Pembayaran retribusi dilakukan sccara tunai

(2] Pembuyarun dilakukan pada Kas Taemh melalu Bank vang ditunjuk, denpan
menggunakan SKRD

i3} Pembayaran retribusi vang diterima oleh Bank barus disetor ke Kas Daerab dalam
waktu tertentu vang ditetapkan olch Kepala Daerah,

(4) Tanda bukti pembayaran retribusi ditunjukkan kepada bendahara penerima Dinas
Dragrab untuk dibukukan.
BAB X
TATA CARA ADMINISTRAS] PEMBLIKTTAN
Pasal 30

Bukt sctoran retribusi dibukuksn pada buku penerimaan pembantu bendahara khusus
penerima pada Dimas Daecah



BAB XI
SANEKSI ADMINISTRASIT
Pasal 31

Tika subyek retnbus tidak membayar tepat wakiunyva atau kurang membayar. maka akan
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %4 (dua persen) setiap bulan dari
besarnya refribusi yang terutang atau kurang boayar dan ditagih dengan menggunakan
Surat Tagihan Retribusi Dacrah.

Bl X
EETENTLIAMN PIDANA
Pasal 532

{1y  Sarana Pelayanan  Keschatan Swasta yang  tidak memiliki izin ataw  tidak
menyesuaikan perizinannya berdasarkan Peraturan Dacrah ind adalah pelanggaran.

(2)  Peclanggaran schagaimana dimaksud ayat (1)} Pasal ini diancam dengan pidans
kurungan sclama-lamanya & (enam) bulan atan denda sebanyak-banyvaknya 5 (lima)
juta rumah.

BAB X1l
PENYIDIK AN
I*asal 33

{1} Pejabat Pepawai MNeger Sipil tertentu di lingkungan Pemerimah Daerah diben
wewenang khusus sebapai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
hidang retribusi dacrah.

(2] Wewenang penyidik pegawai negen sipil schagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini :
a4, Menerima, mencarl, mengumpulkan don meneliti keterangan atau laporan
berkenasn dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan lersebut mendapat lengkap dan jelas.

b.  Meneliti, mencari dan mengumpulkan keferangan mengenal oranp pribadi alay
badan lentang keberatan perbuatan yvang dilakukun schubungan dengan tindak
pidana perpajakan dacrah.

c.  Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dotew badan schubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah.

d. Memerksa buku-bubu, catatan-catatan dan dekumen-dokumen lain berkenasn

dengan tindak pidana di bidang perpajakan daemah.

Melalukan penggeledahan  untuk mendapatkan bahan bukti  pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokwnen lain, serla melskukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut.

. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangks pelaksanaan tugas penvidikan tindak
pidana di hidang perpajakan daerah.

£ Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninpgalkan ruangan atan tempat pada
saal pemerikssan sedang bertangsung, dan memeriksa identitas orang dan atay
dokumen yang dibawa schagaimana dimaksud pada huruf (),

L



RAR XI

SANEKSL ADMININTRAN]

Fasal 31

Jika subyek retribusi tidok membayar tepal wakiunya atag kurang membayar, maka akan
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % {dua persen) setiap hulan dari
besarmmya retmbusi yang tervtang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan
Sural Tagihan Retribus Duaerah.

(1)

BAB XII
KETENTIZAN PITIANA

"asal 32

Sarana  Pelayanun  Keschatan  Swasta  yang  tidak memiliki izin atau  tidak

menyesualkan perizinannya berdasarkan Peraturan Daerah im adalah pelanggaran.

(2)

Pelunggarun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diancam dengan pidana

kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanvak-banyvaknva 5 (lima)
juta rapiah.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 33

{1} Pejabat Pegawai Negeri Sipil terieniu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penvidik untmuk melakukan penvidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah,

(2] j-"-".t.'wt:nang penyidik pegawai neperi sipil sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal

m :

i.

T

Menerima, mencari, mengnmpulkan dan menelili keteramgan atau laporan
berkenaan dengan lindak pidana i bidang perpajakan daerah apar ketergngan
arau laporan tersebut mendapat lengkap dan jelas,

Meneliti, meneari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang keberatan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan dacrah,

Meminta keterangan dan bahan bukii dari orang pribadi datau badan sehubungam
dengan tindak pidana di bidang perpajakan dacmh.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dekumen-dokumen lain berkenaan
denpan tindak pidana di bidang perpajakan daeral.

Mclakukan penppeledahan untuk mendapatkan bahan bukti  pembukuan,
pencatalun dun dokumen-dokumen lain, serls melakuksn penyitaan terhadap
buhan bukti terscbut.

Meminta buntuan tenaga ahli dalam rangka peluksanasm lugas penyvidikan tindak
pidana di bidang perpajakan dasrah,

Menvuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan mangan atau tempat pada
saat pemeriksnan sedang berlangsung, dan memerikss identitas orang dan atan
tokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurul (e),



BAB X1
SANKST ADMINISTRASI

Pasal 31

Jika subyek retribusi tidak membavar topat waktunya atau kurang membayar. maka akan
dikenakan sanksi admimisirasi berupa bunga sebesar 2 % {dun persen) setiap bulan dan
besamyy retribust yang lerulang alaw kurang bayar dan dilagih dengan menggunakan
Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAD X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Sarana Pelayvanan Kesehatan Swasta vang tidak memiliki izin atan tidak
menyesuaikan perizinannya berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah pelanpparan.

Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disncam dengan pidans
kurungan selama-lamanya & (enam) bulan atan denda sebanyak-banyaknya 5 (lima)

juta rupiah.

BAB XIill

PERYIDNE AN

" 33

{1} Pejabal Pegawal MNegen Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diben
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi dasrah.

{2) Wewenang penvidik pegawai negen sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

LEwD
i

b

Menerima. mencari. mengumpulkan dan mencliti keterangan ataun laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan lersebut mendapat lengkap dan jelas.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
hadan tentang keberatan perbuatan vang dilakukan schubungan dengan tindak
pidana perpajakan dacrah,

Memitta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi datou haden schubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah.

Memeriksa buku-buku, camton-catatun dan dokumen-dekumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakin duerah.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan hahan  bukti  pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, sera melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebur.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangks pelaksanaan mgas penyidikan tindak
pidana di hidanyg perpajakan daerah.

Menyurul berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saal pernetiksaan sedang berlanpgsung, dun memenksa identitas orang dan alsu
dokumen yang dibawa schagaimana dimaksud pada humaf (¢},



h.  Memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.

i, Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa schaguimana
tersangka atan saksi-

j-  MWenghentikan penyidikan.

k.  Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyvidikan tindak pidana
di  hidang  perpajakan  daerah  menurut  hukum yang  dapat
dipertanzzungjawabkan.

(3} Penyidik schagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitzhukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penvidikan kcpada Penuntut Umum, sesum
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang
Hukum Acara Pidana

BAR XIV
KETENTUAN PERALTHAN
Pusal 34
Semua perizinan vang tcleh dimiliki oleh penyelenggara sarana pelayanan keschatan

swasta berdsstkan  Peraturan  lain, sclambat-lambainya & (enam) bulan  sejak
diberlakukannya Peraturan Daerah ini sudsh menyesuaikan perizinannya

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka sepala ketentuan yang mengaiur hal yang
sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ing dinyataken tidak berlaku lagi..

Pasul 36

Tata laksana Peraturan Dacruh merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan
‘.' Diaerah ini diatur dengan Keputusan Kepala Dacrah

Pazal 37
Pepaturan Dacrah ini mulai berlakn pada tanggal divmdangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan

Diaerah ini dengan menempatkannnya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

" Disuhkun di : Melro
- : Pada tanggal : 30 September 2003

WALIKOTA METRO,

MOZES HERMAN __——



